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PENETAPAN
Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang
diajukan oleh:

PEMOHON, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat
kediaman di XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX,
Kecamatan xxxxxx Baru, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email: xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempatitanggal lahir: Nganjuk, 22 April 1985, NIK
2171116204850001, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX
XXXXX XXXxXX, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di
XXXXXXXXX XXXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten
Nganjuk, XXXXXXXX XXXX XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Agustus
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada
register Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 22 Agustus 2022,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Jawa, pada tanggal 29 Oktober
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2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 775/20/X/2006 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, pada
tanggal 30 Oktober 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di Provinsi Jawa lebih kurang 1
(satu) minggu lamanya, pindah ke rumah kediaman bersama di RT 001
RW 010 Kav Sei Lekop Blok A No. 214, Kelurahan Sungai Lekop,
Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon sama-
sama berstatus jejaka dan perawan dan telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
masing-masing bernama,;

3.1. Anak |, perempuan, lahir pada tanggal 01 September 2007;
3.2. Anak ll, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juli 2010;

4. Bahwa sejak Julitahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena:

4.1 Termohon menginginkan untuk hidup sendiri, tanpa Pemohon
mengurus lagi kehidupan Termohon;

4.2 Termohon dan Pemohon merasa tidak ada kecocokan antara
keduanya,;

4.3 Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon dan
Termohon sering melawan dan menjawab kata-kata Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon
dengan Termohon terjadi pada Mei tahun 2021, saat itu Pemohon berada
dii XXX XXXXXXK XXXXXK, XXXXXXXXXX XXXXKK, XXXXXXXXK XXXKKK XXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX bekerja, kemudian Termohon menelpon Pemohon
mengatakan kalau Termohon ingin hidup sendiri tanpa ada hubungan
dengan Pemohon, Pemohon mengatakan kenapa Termohon mengatakan
demikian, padahal Pemohon disini bekerja untuk menghidupi Termohon,
Pemohon mencoba untuk menenangkan Termohon, akan tetapi

Termohon tetap dengan keputusannya, akhirnya Pemohon mengatakan
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kalau itu keinginan Termohon, Pemohon akan memenuhi keinginan

Termohon tersebut;

6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 tersebut, antara Pemohon dengan
Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 bulan
lamanya;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah
pihak sudah belum ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan
Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon
berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahterah tidak dapat
terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi
melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili
permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Sijunjung;

3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk

memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita

Pengadilan Agama Sijunjung, Pemohon telah datang ke persidangan,

sedangkan Termohon berdasarkan relass  panggilan Nomor
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248/Pdt.G/2022/PA.Sjj telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Nganjuk, dan berdasarkan berita acara relass panggilan tersebut
menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut menerangkan alamat
Termohon tidak lengkap sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, atas
nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya
untuk mencari kembali alamat Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut surat permohonannya,
maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang, dan untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk
hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan
bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang
Pengadilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg
dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama
Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan
tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan
tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, sedangkan Termohon

berdasarkan relass panggilan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Sjj telah dipanggil
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oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk, dan berdasarkan berita
acara relass panggilan tersebut menerangkan bahwa alamat Termohon tidak
lengkap sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut
surat permohonannya untuk mencari kembali alamat Termohon. Oleh yang
bersangkutan karena belum ada jawab menjawab, maka pencabutan
tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon karena pencabutan
tersebut adalah hak Pemohon untuk mencabut perkaranya seperti halnya
pengajuan permohonan bagi Pemohon vide Pasal 271-272 Ryv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk
bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ telah selesai
karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar
Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 05 September 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1444 Hijriyah, oleh
Robbil Alfires, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Zulkarnaen Ritonga, S.H.I dan

Aprina Chintya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
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tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Syahminar, S.H.l, M.H, sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Robbil Alfires, S.Sy

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Zulkarnaen Ritonga, S.H.I Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Rp. 20.000,00
c. Redaksi Rp. 10.000,00
d. Pencabutan Perkara Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 175.000,00
5. Meterai Rp. 10.000,00
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Jumlah Rp. 305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)
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